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HUBUNGAN BEELANJA MODAL DENGAN BELANJA PEMELIHARAAN
{ STUDI EMPIRIK PADA TUJUH KABUPATEN DAN TIGA KOTA DI SUMATERA BARAT )

Skripsi 3-1 Oleh : Zulki Andre Agusta Pembimbing | Dra, Hugna Roza, Mcom Hons, Ak
Abstrak

Belanja modal merupakan pengelusran pemerintah yang manfaatnys melebihi satu tahun
anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. don selanjutnya skun menamboh belama
yang bersifat rutin seperti biaya operasional dan pemeliharaon, Sehingga propors belanja modal yang
besar akan mengakibatkan anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaanye akin nak.
Belunja pemeliltaraan tidak menambeh don memperpunjang masa manfisal dan lidak memberikan
man[aat ekonomik di masa yang akan datang.

Pepmasalahannya edalah bagaimana hubungan belanjo modal dengan belanja pemeliharaan di
kabupatenota di sumatera barat selama tign tahun (2006-2008), Hasil penelitian menunjukan bahwa
terdapatnya hubungan vang signifikan antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan. Dengan
kaia lain penelitian yang dilakukan dapat membuktikan hubungan yang signifikan antara belanja
modal dan belanja barang terhadap belanja pemelibaraan, dengan kata lain menerima hipotesis nol {
H, 1 dan menolak hipotests alternatf [ H, ).
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BAB I

PENDAHULUAMN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang Mo. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang
otonomi  daerah dan  desentralisasi  fiskal membawa perubahan  besar  dalam
pengelolaan kevangan daerah. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui
dengan dikeluarkannya UL Mo, 32 tahun 2004 dan UU Ne, 33 tahun 2004, Kedua UL
ini mengatur lentang Pemerfnrafer Decrak dan Perimbangan Kewarngan antara
Pemerintah Daerah don Pemerintah Pusal, Kebijakan ini meropakan tantangan bagi
Pemda untuk mengelola kevangannya  sendiri secara lebih efekif dan efisien dan
memberikan peluang bagi daerah untuk mengeali potensi lokal dan meningkatkan
kinerja dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Misi utama undanp-undang tersebut adalah desentralizasi. Desentralisasi tidak
hanva herarti pelimpahon wewenang dart pemerintah pusat keperintah daerah tetapi
juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pibak swasta dalam bentuk
privatisasi (Mardiasme, 2002). Secara teoritis desentralisasi  diharapkan  akan
menghasilkan dua manfast nyats, yaitu: pertama, mendorong  peningkatan partisipasi,
prakarsa dan kreativitas masyarakal dalam pembangunan diseluruh dasmb dengan,
memanfaatkan sumberdaya dan potensi vang tersedia di masing-masing dasrah.
Kedua, memperbaiki alokasi sumberdaya  produkiif melalui  pergeseran  peran
pengambilan keputusan publik ke tingkst pemeriniah yang paling rendah yang
memiliki informasi vang paling lengkap (Shah, 19297}

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan

diberbapai sektor terutama scktor publik. Peningkatan lavanan publik ini dibarapkan
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dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerab.
Harapan in fento saja dopat terwujud apabila ada upava serins pemerintah dengan
menberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinva, pemerinlsh
perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini.

Dralam penciptasn kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi
dan berupaya meningkatkan mutu pelavanan publik dan perbaikan dalam berbapgai
scktor vang berpotensi, Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin
kuat, khususnya pada daerah-daerab vang mengalami kapasitas {iskal rendah (Halim,
2001). Untuk itu pemerintah dagrab harus memberikon proporsi belanja modal vang
lebih besar. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan
pemerintah dacrah (pemda) setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan
publik, pergesaran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal.

Perubahan alokasi belana ini jupa ditujuken untuk pembanpunan berbagai
fasilitas modal. Pemerintah dacrah perlu memfasilitasi berbapai aktivitas peningkaran
perckonomian, salah sstunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Di sisi lain
dalam Asas Lmoem Pengelolasn Keusngan Daerah masih dalam Gambaran Umum
Struktur Penpelolaan Keuangan Derah hams dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan. efisien, ckonomis, efektif, mansparan. dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masvarakat.

Pengelolaan keuangan dacrah yang cfektif’ dan efeisien dalam Permendagri
Mo, 13/2006 adalah: efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target vang
telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Sedangkan
efisien merupakan pencapaian kcluaran yang maksimum dengan masukan tertentu
atau penggunoan masukan terendah untuk mencapal keluaran tertente. Besar kecilnya

belanja modal yang dikeluarkan olch pemerintah daerah dalam mengembangan
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BABR YV

PENUTUPR

5.1. Kesimpulan

Berlakunva ketentuan atau kehijakan yang menpatur tentang otonomi daerah
den desentralisasi fiskal membawa perubahan besar dalam pengelolaan keuanpan
daerah. Kebijakan ini meropakan tantangan  bagi  Pemda  entuk mengelola
kevangannye  sendiri secara lebih efekif dan efisien dan memberikun pelusng hagi
doerah untuk menggali potens! lokal dan meningkstkan kinerja dalam rangka
mewujudkan  kemandirian  daerah. Untwk  itu  pemerintah daerah  berupava
melaksanakan pembanpunan dagrahnyva dengan memaksimalkan potensi yang ada dan
didasarkan pada angparmn vang ada. Terutama dalam mengatur dan megelola belanja
muoidal, helunja barang dan belanja pemelibarsaan.

Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa vang habis pakai untuk
mempridduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun vang tidak dipasarkan.
Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukon dalam rangka pembentukan modal
yang sifatnya menambah aset letapfinventars yang memberikan manfaat lebih dari
satu perinde akuntansi,

Penelitian vang dilakukan bertujuan  untuk melihat hubungan antara variabel
independen  yaitw  belanja modal  terbadap  wveriabel  dependen vaitu  belanja
pemeliharasn, Data yang dipunakan dalam penclitian ini adalah data sekunder berupa
APBD pemenntah Kot Kabupaten di Sumatera Barat selama 3 (tiga) tahun mulai
dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Data diclah dengan menggunakan
bantuan komputer program SPSS. Penelitian ini diuji dengan mengpunakan uji regrsi

linear dan korelasi |
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